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ABSTRACT  

The problem is how to protect children as victims of sexual violence and how to protect children 
as victims of sexual violence. The aim is to know and analyze how to protect children as victims 
of sexual violence and how to prevent children from becoming victims of sexual violence.This 
research includes normative research, the approach is juridical and case approach, the data 
used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and 
tertiary legal material, data analysis is carried out descriptively qualitatively.Protection of 
children as victims of sexual violence includes the issuance of various laws and regulations to 
protect children as victims of sexual violence, the readiness of the Social Service, especially the 
Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), 
which is ready to accompany or provide protection to victims at any time. according to needs, 
for example legal assistance, health, psychological and so onIn an effort to prevent children 
from becoming victims of sexual violence, various regulations have been issued, especially the 
latest child protection law, namely Law number 17 of 2016 concerning child protection with 
criminal sanctions and heavy fines as well as additional penalties, with the aim of preventing 
people from committing sexual violence. towards children, the existence of a Family Learning 
Center (Puspaga), socialization of reproductive health, the existence of Gunungkidul district 
regional regulations Number 13 of 2020 concerning the protection and fulfillment of children's 
rights. 

Keywords: Children, prevention, protection, sexual violence 

 
ABSTRAK 

Permasalahannya bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan 
seksual dan bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, 
tujuannya adalah  untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap 
anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana Upaya mencegah supaya anak tidak  
menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, 
pendekatannya yuridis dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah  data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, 
analisa data dilakukan secara deskriptif  kualitatif. Perlindungan terhadap anak sebagai 
korban kekerasan seksual adalah, dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan 
untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, kesiapan Dinas Sosial terutama 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang setiap 
saat siap mendampingi atau memberikan perlindungan kepada korban sesuai kebutuhan 
misalnya bantuan hukum, Kesehatan, psikologis dan lain sebagainya. Upaya mencegah 
supaya anak tidak menjadi korban Kekerasan seksual dikeluarkannya berbagai peraturan 
terutama undang-undang perlindungan anak yang terbaru yaitu Undang-Undang nomer 17 

mailto:hartanti@janabadra.ac.id
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Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan sanksi pidana dan denda yang berat juga 
adanya pidana tambahan, maksudnya supaya orang tidak melakukan kekerasan seksual 
terhadap anak, adanya  Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), sosialisasi kesehatan 
reproduksi, adanya peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tahun 2020 tentang 
perlindungan dan pemenuhan hak anak.  

Kata Kunci: Anak, kekerasan seksual, pencegahannya, perlindungan 

 
PENDAHULUAN 

Anak adalah merupakan suatu anugerah yang dititipkan Allah kepada kita, 
maka harus kita menjaganya, mendidik dan merawatnya dengan baik. Anak adalah 
hasil dari perkawinan antara pria dan Wanita dalam suatu mahligai yang suci, 
walaupun kadang ada juga anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau tidak 
dikehendaki. Mendidik, merawat dan menjaga anak kadang tidak mudah, karena 
sebagai orang tua tidak selalu bisa mengawasi atau mengikuti anak.  Anak adalah  
aset bangsa, masa  depan bangsa dan  negara di masa yang akan  datang berada  di 
tangan anak sekarang.  Semakin  baik kepribadian anak sekarang maka semakin 
baik pula kehidupan masa  depan bangsa[1] . 

Maka peran orang tua atau keluarga dalam menanamkan nilai -nilai agama 
maupun Susila juga tergantung dari orang tua, tetapi setelah di luar masyarakat 
atau lingkungan juga ikut berperan dalam mengawasi anak.   Negara melalui 
berbagai peraturannya juga mengeluarkan  aturan yang bertujuan untuk 
melindungi anak juga untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak seperti misalnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pernyataan Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( 
Kemen PPPA)  bahwa “RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 
2022" [2]   Berarti tahun 2022 naik dua kali lipat lebih dibandingkan tahun 
sebelumnya. Pernyataan atau berita tersebut sangat mencengangkan, karena anak 
yang harusnya diperlakukan secara lembut tetapi ada yang tega merusak masa 
depanya. Kekerasan seksual itu sendiri pada akhir tahun 2022 pemerintah telah 
mengesahkan peraturannya yaitu,  Undang- Undang nomer 12 tahun 2022 tentang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

       Di Klaten seorang siswi SMP menjadi korban kekerasan seksual hingga 
hamil [3].  Dalam artikel disebutkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan 
tersebut karena suka sama, korban dibelikan paketan data. Perbuatan bejat pria 
Klaten melakukan kekerasan seksual terhadap siswi SMP itu ketahuan setelah 
korban melahirkan. Orang tua korban tak mengetahui anaknya hamil karena 
bentuk tubuh anak tersebut bongsor. Awalnya, korban merasakan sakit perut dan 
disangka diare. Sakit perut itu tak kunjung sembuh meski sudah diberi obat. 
Akhirnya orang tua korban membawa gadis itu ke rumah sakit. Ternyata korban 
dalam kondisi hamil dan melahirkan di rumah sakit. Mengetahui anaknya hamil 
hingga melahirkan, orang tua korban kemudian melapor ke Polres Klaten. Miris! 
Baru Awal Tahun, Sudah Ada 6 Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di 
Gunungkidul [4] berita  KR Jogya tanggal 26 Mei 2023 belasan anak TK-SD di Kalasan 
dicabuli”, [5] kasus lain di mana korban meninggal yaitu putrinya PJ Gubernur 
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Papua yang masih berusia 16 tahun diduga alami kekerasan seksual [6]. Efek 
kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, 
kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, 
dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya [7]. 

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut di atas maka penulis ingin 
mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, 
dan bagaimana Upaya untuk mencegah supaya anak tidak menjadi korban 
kekerasan seksual.   

 Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk 
mencegah supaya tidak terjadi kekerasan seksual terutama pada anak dengan 
antara lain memberikan sanksi yang berat mengeluarkan Undang-undang 
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang 
(UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2ol6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2oo2 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
Undang, Undang-undang nomer 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual, Undang-Undang  ini mengatur mengenai apa saja yang termasuk 
kekerasan seksual, Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar 
Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan 
efektif. 

Di Gunung kidul ada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 
Tahun 2020 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Anak yang juga 

ditindaklanjuti dengan dibentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) 
Handayani. Tetapi mengapa kekerasan seksual banyak terjadi di Gunungkidul? Di 
mana pelakunya orang yang seharusnya menjadi pelindung/pengayom anak 
tersebut. 
 
METODE  

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian normatif, “yaitu penelitian yang 
mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Meneliti kaidah atau 
aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa 
hukum”[8]. Dalam penelitian ini mengaji berbagai peraturan yang berkaitan 
dengan kekerasan seksual, aturan yang melindungi anak sebagai  korban kekerasan 
seksual, juga upaya-upaya yang dilakukan supaya anak tidak menjadi korban 
kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan yuridis normatif juga pendekatan kasus. Data yang 
digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca 
literatur, peraturan perundangan, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan topik 
yang diteliti. Selain itu juga melakukan wawancara dengan petugas dari Dinas Sosial 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul 
serta korespondensi menggunakan whatshap. 

Teknik analisa data secara deskriptif  kualitatif yaitu: data yang diperoleh 
disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan 
Langkah-langkah sebagai berikut: Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 
permasalahan penelitian; Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan; Data 
yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam 
mengambil kesimpulan. 

 

HASIL  
Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Gunung kidul ternyata relatif 

banyak, pelakunya ada yang kakeknya, ada guru kepada muridnya, tetangga atau 
saudara ada juga pacarnya. Dilihat dari kasus yang terjadi kebanyakan pelaku 
adalah orang yang sudah kenal atau orang dekat dengan korban. Pemerintah pun 
sudah membuat berbagai perangkat peraturan untuk melindungi atau mencegah 
terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi mengapa kasus 
tersebut masih banyak terjadi dan pelakunya juga orang-orang dekat korban atau 
yang dipercaya untuk mengawasi atau mengasuh korban. 

Berikut disampaikan data anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 
                                                                    

Tabel 1. Data Korban Kekerasan Seksual 

No. Tahun  Jenis kelamin Jumlah  

L P 

1. 2021  7  

2. 2022  9  

3. 2023 1 15 16 

Sumber” Dinsos Gunung Kidul 
 

Menurut Tabel 1  maka data pada tahun 2021 sejumlah 7 anak semua berjenis 
kelamin Perempuan, Untuk data pada  tahun 2022 sejumlah 9 anak semua berjenis 
kelamin Perempuan, dan pada tahun 2023 sejumlah 16 anak dengan rincian 15 anak 

perempuan dan 1 anak laki-laki, data diperoleh   hingga periode September 2023. 
Melihat data tersebut di atas di Gunungkidul pun kekerasan seksual juga 
mengalami kenaikan yang signifikan terutama di tahun 2023 ini. 

Berikut contoh beberapa kasus yang terjadi di Gunungkidul: 
1. Kakek tega cabuli cucunya sendiri sampai  puluhan kali, korban sayang pada 

kakeknya sehingga dia nurut kalau pelaku menginginkan, korban seolah-olah  
tidak merasa dirugikan, walaupun demikian dia tetap mendapat pendampingan 
dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak untuk 
memberikan pemahaman akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa 
perbuatan tersebut dilarang oleh agama, melanggar  Susila dan dilarang oleh 
hukum.  
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2. M yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya hingga 
hamil, padahal M sedang kelas 3 SMA akan menghadapi Ujian Nasional. Sekolah 
mengetahui M hamil maka diminta mengundurkan diri dari sekolahnya. Ibu M 
stress maka mencarikan bantuan oleh pihak psikiater Rumah Sakit Siloam dan 
mendapatkan rekomendasi sekolah ke SMA lain dengan ujian secara  online 
tentu saja dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian 
korban (M) menjadi pendiam dan susah untuk diajak bicara, pelaku masih 
diproses menurut hukum. M mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan 
antara lain bantuan hukum, pendampingan psikiater juga bantuan Kesehatan 
pasca kelahiran karena waktu melaporkan anak korban sudah lahir. 

3. Berkunjung ke tempat neneknya malah menjadi korban kekerasan seksual,  ibu 
dan putrinya KMS (korban berkunjung ke tempat neneknya tapi menjadi korban 
kekerasan seksual oleh tetangganya, ibu melaporkan kasusnya ke polsek 
Semanu, Gunungkidul. Kemudian supaya mendapat pendampingan dan 
pemeriksaan psikologis kepada korban kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Perlindungan Perempuan Dan Anak Gunung Kidul. Pada waktu Unit Pelaksana 
Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak melakukan kunjungan ke tempat 
tinggal korban, korban dan ibunya sudah mau pulang ke asalnya (Bogor), maka 
oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Gunung 
Kidul dibuatkan rujukan kepada Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten 
Bogor. 

 
PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual  

Korban adalah orang-orang  yang baik secara individual maupun kolektif telah 
menderita kerugian termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi atau 
gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental , melalui perbuatan 
atau emosi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 
penyalahgunaan kekuasaan [9]. usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan 
diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. 
Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini 
disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan 
masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada [9]. Disahkannya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang tersebut dibuat tentunya  
dengan maksud untuk menyempurnakan Undang-Undang yang sudah ada 
sebelumnya sehingga anak korban,  terutama korban kekerasan seksual dapat lebih 
terlindungi. 

 Korban perlu mendapatkan perlindungan. Alasannya antara lain. Pertama, 
keberadaan korban kejahatan sangat penting dan dalam kasus-kasus tertentu 
misalnya perkosaan, korban menjadi kunci keberhasilan proses peradilan pidana 
yang sedang dijalankan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun 
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pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, beberapa tindak pidana tertentu bisa 
diproses kalau ada pengaduan dari korban, meskipun alat bukti ada tapi kalu tidak 
ada pengaduan maka kasusnya tidak diproses, korban tidak mengadukan mungkin 
karena mendapat ancaman, maka perlindungan terhadap korban penting  supaya 
korban berani mengadukan kasusnya dan bersedia memberi keterangan/menjadi 
saksi di persidangan. Ketiga,   dalam tindak pidana yang bersifat lintas negara 
(transnasional crimes) korban sering dihadapkan pada posisi yang sulit. Kalau 
melapor dia atau keluarganya mendapatkan ancaman fisik maupun psikis, tapi 
kalau tidak melapor penderitaan atau kerugian yang dihadapi tidak teratasi dan 
sulit memperoleh hak-haknya dalam hal demikian maka perlindungan terhadap 
korban sangat diperlukan [10].    

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti yang 
telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab 
sepihak saja tetapi semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap 
anak korban tersebut. Masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya 
perlindungan hukum terhadap anak korban[11] 

 Contoh kasus tersebut di atas , Korban AY karena masih anak belum 

membedakan mana yang benar dan salah, dia melakukan hanya karena sayang 

pada kakeknya,   maka perlu  mendapatkan pendampingan dipahamkan tentang 

agama, hukum dan  norma Susila, kalau sayang kepada kakeknya seharusnya tidak 

mau karena ancaman atau sanksi pidana lebih berat. Menurut agama perbuatan 

tersebut dilarang tidak dibenarkan dengan alasan apa pun, dan termasuk dosa 

besar, menurut hukum juga ada beberapa ketentuan bahkan memberatkan kepada 

pelaku, karena korban masih termasuk anak usia baru 15 tahun dan masih ada 

hubungan keluarga antar pelaku dengan korban yaitu (cucu dan kakeknya).  

Pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap 

anak dalam Undang-Undang yang baru ini adalah mengenai ancaman pidana 

memberikan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak 

lebih berat, dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta 

mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan Kembali kondisi fisik, psikis 

dan sosial anak korban kekerasan seksual. Namun pemberian sanksi pidana dan 

denda yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam 

Undang-Undang tersebut ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada 

pelaku dengan bukti makin meningkatnya data kekerasan seksual dari tahun ke 

tahun, pada 2016, terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Yuyun oleh 14 orang 

pemuda yang mengakibatkan korban meninggal dunia[12]. Karena peristiwa 

tersebutlah maka membuat berbagai elemen masyarakat bereaksi keras dan 

meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak. Atas keadaan tersebut, pemerintah menyatakan kejahatan seksual terhadap 

anak sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah mengeluarkan 

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang perubahan kedua atas 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian 

ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada intinya memperberat ancaman pidana 

penjara dan denda apabila perbuatan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu 

orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu 

atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia. Ada Pidana 

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri 

kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Walaupun 

pelaksanaan pidana tambahan sampai sekarang juga masih menjadi permasalahan 

sendiri yaitu pelaksanaan kebiri kimia ternyata masih menjadi perdebatan[13]. 

Sanksi pidana maupun denda yang berat tujuannya supaya pelaku menjadi jera 
atau orang tidak akan melakukan perbuatan tersebut, kenyataannya kekerasan 
terhadap anak terutama kekerasan seksual sampai sekarang malah semakin 
meningkat, seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual  
terhadap anak. kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. 
Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.[14]  Miris 
kita yang membaca berita tersebut  kenaikan yang sangat fantastis  dua kali lipat 
lebih. Di Gunung Kidul pada awal tahun 2023 sudah terjadi 6 kasus pelecehan 
seksual terhadap anak.[15]. 

Selain peraturan perundangan yang sudah disebutkan di atas kita juga punya 
peraturan yang mengatur khusus mengenai Kekerasan seksual yaitu undang-
undang nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual. Dalam undang-
undang ini juga banyak pasal yang memberi perlindungan kepada anak yang 
menjadi korban kekerasan seksual antara lain: 
1. Pasal 15 menyatakan kalau perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, 

Pasal 6 dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika 
perbuatan tersebut dilakukan: dalam lingkup Keluarga; dilakukan oleh tenaga 
kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga 
profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, 
Pelindungan, dan Pemulihan;  dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas 
terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; 
dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap 
orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;  dilakukan lebih dari I (satu) 
kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dilakukan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih dengan bersekutu; dilakukan terhadap Anak;  dilakukan 
terhadap Penyandang Disabilitas; dilakukan terhadap perempuan hamil; 
dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; 
dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi 
konflik, bencana, atau perang; dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik; Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau 
penyakit menular; mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi 
reproduksi; dan/ atau  mengakibatkan Korban meninggal dunia. 

2. Pasal 26 (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan. (2) Pendamping Korban meliputi: petugas 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);  petugas Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); tenaga kesehatan; 
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psikolog;  pekerja sosial;. tenaga kesejahteraan sosial;  psikiater;  Pendamping 
hukum, meliputi advokat dan paralegal; petugas Lembaga Penyedia Layanan 
Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Ayat (4) menentukan bahwa 
pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan yang didampingi/ 
korban 

3. Pasal 30, bahwa korban berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan. 
Restitusi sebagaimana dimaksud dapat  berupa: ganti kerugian atas kehilangan 
kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan 
yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 
penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau ganti 
kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual. 

4. Pasal 42, Perlindungan dari pihak Kepolisian 
5.  Pasal 43, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada 

Lembaga Perlindungan Ssaksi dan Korban 
6. Pasal 44, kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja 

sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
(UPTD PPA). 
 

Di Gunungkidul juga sudah punya Peraturan Daerah untuk melindungi anak 

yaitu, peraturan Daerah nomer 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Anak, dalam Peraturan Daerah tersebut sudah mengatur secara 

rinci untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan untuk pemenuhan hak-

haknya. Menurut Pasal 1 angka  3 Peraturan Daerah nomer 13 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang dimaksud Pemenuhan Hak Anak 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, 

masyarakat, dan dunia usaha yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak 

anak Pemenuhan hak anak ini merupakan tanggung jawab bersama antara Orang 

tua, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah. Terhadap anak sebagai  

korban kekerasan seksual di Gunung kidul diberikan sesuai kebutuhan korban, 

seperti contoh kasus M yang hamil karena kekerasan seksual oleh pacarnya, 

padahal menjelang Ujian Nasional dan sekolahan mengetahui hal itu maka ibunya 

M juga stress, kemudian diupayakan supaya M tetap bisa mengikuti Ujian Nasional 

di sekolahan lain secara online, M juga membutuhkan pendampingan psikologis 

karena menjadi pendiam dan susah diajak bicara walaupun bayinya sudah lahir.  Jadi 

perlindungan terhadap korban diberikan sesuai kebutuhan, mungkin bantuan 

hukum, pendampingan psikologis, hypnoterapi atau mungkin Kesehatan. Hal ini 

juga disampaikan Pak Dewa dari staf Upt Perlindungan Perempuan Dan Anak 

menyatakan ”bahwa untuk pelaksanaan perlindungan terhadap anak  korban 

kekerasan seksual sudah menjalin Kerja sama dengan beberapa pihak, Banyak 

stakeholder yang mau diajak bekerja sama seperti Dinas kesehatan yang memiliki 

layanan psikolog dan UGD untuk penanganan medis serta layanan visum, Dinas 

pendidikan yang sudah memberikan dana BOS, Dinas sosial yang memiliki layanan 

rumah aman dan shelter yang memadai serta layanan yang responsif dan cekatan. 
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B. Mencegah Anak Supaya Tidak Menjadi Korban Kekerasan Seksual  
Mencegah lebih baik daripada mengobati ini adalah semboyan dalam ilmu 

kesehatan, tetapi dalam tindak pidana semboyan itu pun perlu. Upaya mencegah 
kekerasan seksual pada anak  dapat dibagi menjadi 3 yaitu Upaya preventif, Upaya 
Preventif, Upaya Represif [16],  bagaimana supaya kita tidak menjadi korban atau 
pelaku tindak pidana. Mencegah terjadinya tindak pidana memerlukan Kerja sama 
dari berbagai pihak. Mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak merupakan 
tanggung jawab bersama, Masyarakat, keluarga, individu  dan pemerintah juga 
pengusaha. Pendidikan seksual yang sehat, wawancara dengan Pak Dewa petugas 
dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan  Perempuan dan Anak Gunung Kidul 
menyatakan bahwa, “Anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena anak 
belum cakap berpikir, hal ini membuat anak mudah terjerumus dalam situasi di 
mana anak tidak memiliki pilihan lain selain menuruti dorongan seks dari pelaku 
(baik anak maupun dewasa) banyak sekali miskonsepsi dan misinterpretasi dalam 
pendidikan seks yang membuat anak mudah dibujuk rayu oleh pelaku mekanisme 
pencegahan seks juga biasanya tidak diajarkan karena orang tua, masyarakat, dan 
lingkungan masih menganggap pendidikan seks itu tabu. 

 Mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual adalah merupakan 
prioritas yang penting bagi keluarga, pengasuh ataupun Masyarakat, ada beberapa 
Langkah yang bisa dilakukan supaya anak tidak menjadi korban kekerasan seksual 
antara lain: Pendidikan seks sesuai usia anak; jalin komunikasi yang baik terhadap 
anak-anak; perhatikan perubahan dalam perilaku anak, seperti misalnya perubahan 
drastis dalam emosi, perilaku yang mendadak lebih tertutup, atau reaksi yang aneh 
terhadap situasi tertentu, Ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa anak sedang  
mengalami masalah; Pantau aktivitas anak-anak, terutama ketika mereka 
berinteraksi dengan orang dewasa dan lawan jenis yang tidak dikenal;  Ajarkan 
pada  anak-anak untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan situasi yang berpotensi 
menimbulkan berbahaya; perhatikan dan pastikan dengan siapa anak bermain,  
Pastikan bahwa orang-orang yang dekat atau bermain dengan anak adalah individu 
yang dapat dipercaya dan tidak memiliki riwayat penyalahgunaan anak; Laporkan 

kalau ada tanda-tanda kekerasan seksual. 
Untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak Pemerintah Daerah 

Gunungkidul juga membuat Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten 
Gunungkidul, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Gunungkidul. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional 
melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung 
jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan 
melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, 
keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi 
kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, 
perlakuan salah dan penelantaran. [17] 

Puspaga merupakan salah satu bentuk perwujudan pemerintah daerah 
gunung kidul untuk memberi pemenuhan hak-hak anak seperti yang termuat dalam 
Peraturan Daerah Nomer nomer 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 
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Pemenuhan Hak Anak, dalam Peraturan Daerah tersebut menghendaki adanya 
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang 
mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang 
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.  
PUSPAGA memberikan berbagai layanan untuk mendukung Masyarakat 

dalam mewujudkan  keluarga yang harmonis, jenis layanannya adalah, konseling, 
edukasi rujukan dan informasi. Yang dapat memperoleh layanan tersebut antara 
lain adalah, Orang tua/ Wali/ Orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak; 
Anak/Remaja; Orang yang berniat menikah; Orang yang berniat memiliki anak. 

 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Gunungkidul selain mengadakan sosialisasi tentang Puspaga,  juga sosialisasi 
tentang kesehatan reproduksi, serta pencegahan perkawinan anak, Pencegahan 
kejahatan seksual terhadap anak-anak mencakup: 1) pencegahan primer, yaitu 
pencegahan dengan menekankan masyarakat sebagai pelindung sosial; 2) 
pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang berfokus pada anak-anak dari 
keluarga yang rentan dan berisiko; 3) pencegahan tersier, adalah pencegahan yang 
memprioritaskan anak-anak yang mengalami perlakuan buruk [18] 

 
SIMPULAN 

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah, 
dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak 
sebagai korban kekerasan seksual, kesiapan Dinas Sosial terutama Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang setiap saat 
siap mendampingi atau memberikan perlindungan kepada korban sesuai 
kebutuhan misalnya bantuan hukum, Kesehatan, psikologis dan lain sebagainya. 

Upaya mencegah supaya anak tidak menjadi korban Kekerasan seksual 
adalah, dikeluarkan berbagai peraturan terutama undang-undang perlindungan 
anak yang terbaru yaitu Undang-Undang nomer 17 Tahun 2016 tentang 
perlindungan anak dengan sanksi yang berat dan adanya pidana tambahan 
maksudnya supaya orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, 
sosialisasi Puspaga, kesehatan reproduksi, sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 
Anak  
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